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MOTTO:

“Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup

menghitungnya”".

(Terjemahan Q.S Ibrahim: 34)

! Dr. <Aidh Al-Qarni, La Tahzan (Jangan Bersedih!), (Jakarta: Qisthi Press, 2003), him. 3
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RINGKASAN

HAKI atau Intellectual Property Rights adalah hak hukum yang bersifat
eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas
intelektual, berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra
serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi. Merek bagian dari HAKI.
Terdapat merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Pengaturan merek
sekarang diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi, Pelanggaran mereknya yaitu pemboncengan reputasi (passing off),
perbuatan curang dengan membonceng ketenaran merek orang lain, kecurangan di
dunia bisnis ini di dalam sistem common law disebut tort, hal ini bertentangan
dengan iktikad baik karena perbuatan tersebut melanggar hukum. Terkait uraian
tersebut permasalahan yang di bahas ada tiga (3) yaitu pertama, apakah
pemboncengan reputasi (passing off) merupakan perbuatan melanggar hukum?,
kedua, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku pemboncengan reputasi
(passing off)?, ketiga, bagaimana pengaturan kedepan tentang pemboncengan
reputasi (passing off)?. Metode penelitian yaitu yuridis normatif. Pendekatan
menggunakan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan
kasus. Bahan sumber hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder.

Fungsi Merek sebagai tanda yang dapat menunjukkan identitas barang
atau jasa, guna menjadi pembeda suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa
lainnya dihasilkan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum dengan
barang atau jasa yang sejenis milik orang lain. Jenis merek yaitu merek biasa,
merek terkenal dan merek termasyhur. Persyaratan dan pendaftaran Merek harus
di penuhi sesuai dengan undang-undang oleh pemohon pendaftaran merek.
Terkait perlindungan hukumnya yaitu perlindungan hukum preventif, bertujuan
untuk mencegah terjadinya sengketa, dalam hal ini pihak yang mendaftarkan
mereknya akan mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum represif,
bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan
perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi
di Indonesia.

Di Indonesia menganut sistem konstitutif (first to file) untuk kepastian dan
perlindungan hukum pemilik merek, yang dimana sesuai dengan tata cara
pendaftaran sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis. Apabila terjadi pelanggaran merek yaitu pemboncengan
reputasi (passing off) maka telah melanggar hukum merek, yaitu memiliki
persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik orang lain. Hal
tersebut mengindikasikan bahwa pelaku passing off tidak beriktikad baik dalam
mendaftarkan mereknya. Penulis mengambil contoh kasus yaitu contoh merek
dagang “Sinar Laut” putusan No0.196/K/PDT.SUS/2011, “BMW” putusan No0.29
PK/Pdt.Sus-HK1/2016 dan “Karisma dan Krisma” No0.031/K/N/HAKI/2005
dimana merek-merek tersebut erat kaitannya dengan passing off.

Hasil pembahasan bahwa pertama, passing off merupakan perbuatan
melanggar hukum. Unsur melanggar hukum yaitu melanggar UU No.20 Tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, unsur kesalahan yaitu kesengajaan
dengan sadar bahwa perbuatannya merugikan orang lain guna menguntungkan
diri sendiri, unsur hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yaitu
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kerugian yang muncul akibat ulah pelaku passing off terhadap pemilik merek asli,
bisa kerugian materiil maupun immateriil, dan unsur adanya kerugian yaitu
pemilik merek asli merugi secara omset yang menurun, kekecewaan pelanggan
karena merek dianggap masih satu produksi, mutu barang dapat menurun dan
reputasi bisa tercemar. Kedua, Terkait pertanggungjawaban pelaku perbuatan
pemboncengan reputasi (passing off) adalah liability based on fault (prinsip
tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan). Hal ini terkait dengan unsur-unsur
onrechmatigdaad (perbuatan melawan hukum). Pertanggungjawaban dapat
dilakukan penghapusan dan pembatalan merek (Pasal 72 s.d Pasal 79 UU No. 20
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis), gugatan merek (Pasal 83 dan
84) lalu juga denda dan penjara (Pasal 100 s.d 102). Ketiga, pengaturan ke depan
(ius constituendum) tentang passing off di Indonesia harus diatur di UU No. 20
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara lebih jelas lagi terkait
pengaturan definisi merek terkenal, kriteria merek terkenal, bukti-bukti
menunjukkan keterkenalan suatu merek, melengkapi elemen passing off , dan
penjelasan khusus terkait apa itu reputasi, reputasi pemilik usaha dan merek itu
sendiri.

Berdasar hasil pembahasan tersebut penulis memberikan saran bahwa
pertama, untuk pembentuk peraturan perundangan-undangan, pengaturan
mengenai definisi merek terkenal harus diperjelas lagi, pengaturan mengenai
elemen-elemen passing off, pedoman yang harus dibuktikan pemilik merek
terkenal dalam mengajukan gugatan passing off. Kedua, untuk Dirjen HKI, lebih
cermat dalam mengabulkan pendaftaran permohonan merek di Indonesia terutama
pemeriksaan substantif. Ketiga, untuk hakim berpedoman pada aliran
rechtsvinding (penemuan hukum) bila peraturan passing off belum lengkap, yaitu
dengan menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang memiliki arti luas,
perjanjian-perjanjian dan konvensi internasional.
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SUMMARY

Intellectual property rights is a legal right exclusive (specifically) owned
by the creator / inventor as a result of activity intellectual and creativity
distinctive and new. The intellectual work could include the work of copyright in
science, art and literature and the discovery (invention) in technology. Brand is
part of intellectual property rights, that is Trademark, services brand, collective
brand. About brand is regulated in the Act Number 20 Year 2016 about a Brand
and Indications Of Geographical. Violation about brand is passing off is putting
brand fame for whatever they earned with others, this cheating on common law
system is called tort. That is contrary with goodfaith. Based on above of the issues
discussed there are three (3), first, wheter action of passing off is unlawful act?,
second, how about the form of responsibility of the passing off?, third, how about
the regulation of passing off in future in Indonesia? Writing method used by
writer is normative juridical. The problem approach used is the statue approach,
the conceptual approach, and the historical approach. The legal source materials
used are primary legal materials adn secondary legal materials.

Brand function as a sign to show identity a goods or services to
distinguish with another people goods and services. Kind of brand is normal
mark, well know mark, famous mark. Equirements and registration brand to fill in
accordance with regulation by the applicant registration brand. The brand listed
the right to licensed to other parties by agreement that the recipient license to use
the brand to part or all kinds of goods or services. Preventive protection of the
law, was aimed at preventing the occurrence of dispute, is that registers their
brand will be the protection of the law. The protection of the law repressive, aims
to complete the occurrence of dispute, as the protection of the law for the people
of by judicial general and judicial administration in Indonesia.

Indonesia submitted to a system of first to file for certainty and legal
protection and the regristration according the Act No. 20 Year 2016 about brand
and Indications of Geographical. When passing of happening had broken the law
is that having principle equation or entirety with a brand others. This is the
passing off is a bad faith in registering the brand. Writer learn case is the
trademark “Sinar Laut” verdict N0.196/K/PDT.SUS/2011, “BMW verdict No.29
PK/Pdt.Sus-HK1/2016 and “Karisma dan Krisma” verdictN0.031/K/N/HAKI/2005
where that case closely related with the of passing off.

Discussion results is firts, Passing Off is unlawful act. That is violating the
act number 20 year 2016 about a Brand and Indications Of Geographical;
Element mistake that is were consciously that his harm to others to self-serving;
The cause effect relationship between what and losses the losses investors
appeared because of the work of passing off against the original brand, as the
amount of losses and immateriil can , and the loss that is the owner of the brand
native losing a business turnover of which had dropped low , disappointment
customers because they still consider to be one the production of brand , quality
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of the goods material may slow down and reputation of can tainted. Second,
accountability passing off  perpetrator is liability based on fault (the
responsibility based on a mistake). It is associated with onrechmatigdaad (illegal
actions). Third, about regulations in the future (ius constituendum) about passing
off in indonesia have to be arranged in act number 20 years 2016 about a brand
and indications of geographical in more explicitly related arrangement definition
famous brand , famous brand criteria, a brand, the evidence about brand furnish
elements of passing off, and explaining what is specifically related reputation,
reputation business owners and brand itself.

Based on the results of this study the authors provide suggestions, among
others. First, for former of legislation, famous brand definition must be explained
cleary, regulation on elements of passing off. Second, for Dirjen HKI more
careful to accept the brand application in Indonesia especially examination
substantive. Third, for judge based on the flow of rechtsvinding if the passing off
regulations incomplete with harmonizing regulations that have widest
interpretation, agreements and international conventions.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

HAKI atau Intellectual Property Rights adalah hak hukum yang bersifat
eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas
intelektual dan kreatifitas khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat
berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta hasil
penemuan (invensi) di bidang teknologi. Karya-karya di bidang HAKI dihasilkan
berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu,
pikiran, perasaan dan hasil intuisi/ilham/hati nurani.?

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil berfikir atau
olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk
manusia. Hak kekayaan intelektual di dalam ilmu hukum merupakan harta
kekayaan khususnya hukum benda (zakenrecht) yang mempunyai objek benda
intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud yang bersifat immaterial maka
pemilik hak atas kekayaan intelektual pada prinsipnya dapat berbuat apa saja
sesuai dengan kehendaknya.

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk
mengidentifikasi suatu produk barang atau jasa yang ada di dalam pasaran.’

Merek dagang (trademark) yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan

2 |swi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar, (Yogyakarta: Pustaka Y ustisia,
2010) him.16

* Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy dan Nur Jihad, Kapita Selekta Hak Kekayaan
Intelektual, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2000) him 91.
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Intelektual memiliki nilai penting ditinjau dari aspek ekonomi.* Fungsi utama
merek adalah sebagai daya pembeda, agar konsumen tidak bingung dan dapat
mencirikan suatu produk (baik itu barang maupun jasa) yang dimiliki oleh
perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa
atau yang mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Hal ini berkaitan tentang kualitas
barang dan atau jasa yang akan digunakan konsumen.

Pengaturan merek di Indonesia dimulai ketika masa Pemerintahan Hindia
Belanda memberlakukan “Reglement Industrieele FEigendom Kolonien tahun
1912~ (Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian 1912), Stb.1912 Nomor 545.°
Pada Tahun 1992 keluar peraturan baru mengenai merek yaitu Undang- Undang
Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992) yang berlaku efektif
tanggal 1 April 1993. Pada tanggal 7 Mei 1997 diundangkan Undang- Undang
Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1992 tentang Merek (UU Merek 1997). Selanjutnya UU Merek 1997 diperbaharui
dan diganti lagi dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
(UU Merek 2001) yang diundangkan tanggal 1 Agustus 2001, kemudian
diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
dan Indikasi Geografis yang berlaku hingga sekarang ini.

Adanya pengaturan tentang merek diharapkan dapat mencegah terjadinya
persaingan usaha tidak sehat. Terkait merek, produk barang atau jasa sejenis dapat

dibedakan asal muasalnya, kualitasnya, serta keterjaminan bahwa produk itu

*Tim Lindsey dkk, Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar), (Bandung: PT
ALUMNI, 2006) him 77

® Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993),
him 14
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original.® Hal ini tertuang dalam konsiderans Undang-undang Nomor 20 Tahun

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bagian menimbang butir a yang

berbunyi:
“bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi
internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan
Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga
persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta
perlinplungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam
negeri”’

Terkait tentang konsiderans di undang-undang merek dan indikasi
geografis diatas bahwa seiring dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan
teknologi, juga berimbas pada dunia perdagangan yang erat kaitannya dengan
aspek ekonomi. Undang-undang mengatur dan memberikan perlindungan kepada
pelaku usaha dan juga konsumen dari persaingan usaha yang tidak sehat, yang
menimbulkan kerugian pada pihak tertentu dan jelas hal itu melanggar hukum.

Merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern di era
perdagangan bebas saat ini. Dikatakan demikian, karena merek dapat menjadi
dasar perkembangan perdagangan modern yang ruang lingkupnya mencakup
reputasi penggunaan merek (goodwill).” Reputasi itu sendiri juga tidak kalah
susahnya dengan menciptakan suatu penemuan atau inovasi kekayaan intelektual.
Reputasi harus dijaga dengan baik dari segi pemilik usaha sendiri dan juga harus

dilindungi dari orang lain yang tidak suka dan atau membonceng reputasi pemilik

merek yang asli.

® H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) hlm 329.

" Abdulkadir Muhammad, Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: Cipta
Aditya Bakti, 2001), him. 68.
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Lambang kualitas, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan
diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar.
Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk
yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan
kualitasnya, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada
merek.2 Konsumen adalah raja yang dimana kepuasan konsumen adalah prestasi
yang baik kepada para pengusaha atau pebisnis. Apabila konsumen terkecoh
terhadap suatu barang yang mirip atau barang tersebut meniru merek orang lain,
maka kerugian materiil akan menimpa produsen dan juga konsumen karena mutu
dan kualitas yang berbeda dari asli.

Merek perlu dilindungi karena merupakan kekayaan immaterial yang
dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi atau bernilai mahal. Hal ini
dapat terjadi apabila digunakan untuk memasarkan suatu produk tertentu. Kualitas
tingginya suatu produk ditandai oleh merek terkenal yang melekat pada barang
dagangan.® Perjanjian internasional mengenai HKI yang berkaitan dengan merek
diantaranya, Konvensi Paris, Perjanjian Madrid, perjanjian WIPO (World
Intellectual Propery), Perjanjian TRIPs (Trade Related Aspect of Intelectual
Property Rights). Perjanjian TRIPs merupakan ketentuan yang memiliki peran
yang paling penting karena diikuti oleh banyak negara peserta serta memiliki
peran strategis dalam pengaturan perdagangan internasional.’® Hal terpenting
dalam Persetujuan TRIPs adalah penekanan pada unsur pembeda. Menurut

Persetujuan TRIPs, pembedaan (daya pembeda) adalah satu-satunya kondisi

® Darmadi Durianto, Sugiarto, dan Tony Sitinjak, Strategi Menaklukkan Pasar Melalui
Riset Ekuitas Perilaku Merek, (Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, 2001), him. 2.

% Abdulkadir Muhammad., Op. cit., him. 12.

1 Dwi Rezki Sri Astarini, Penghapusan Merek Terdaftar, (Bandung: Alumni, 2009),
him6
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substantif bagi perlindungan merek. Penolakan terhadap pendaftaran suatu merek
didasarkan kepada alasan karena tidak adanya daya pembeda.

Terhadap merek tersebut harus didaftarkan untuk memperoleh landasan
dan kekuatan hukum suatu merek yang beredar di pasaran. Merek dapat
dilindungi apabila merek tersebut di daftarkan di Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI).'* Demikian pula dalam perjanjian TRIPs
yang ditandatangani Indonesia dan juga dalam UU Merek disebutkan bahwa
merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga yang tanpa
seizin dan sepengetahuan pemilik merek tersebut untuk memakai merek yang
sama untuk barang dan/atau jasa yang telah didaftarkan terlebih dahulu'®. Namun
perlindungan hukum terhadap merek terdaftar tersebut bukan merupakan jaminan,
adakalanya apabila terdapat cukup alasan-alasan, pendaftaran merek di Dirjen
HKI dapat dihapus atau dibatalkan menurut peraturan perundang-undangan,
dimana merek tersebut telah melanggar ketentuan tentang dapat tidaknya merek
didaftar dan tentang merek tersebut ditolak.

Prinsip-prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan
dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (good faith) dari pendaftar.
Berdasarkan prinsip ini, hanya pendaftar yang beritikad baiklah yang akan
mendapat perlindungan hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa Dirjen HKI
di Indonesia berkewajiban secara aktif untuk menolak pendaftaran merek
bilamana secara nyata ditemukan adanya kemiripan atau peniruan dengan suatu
merek yang didaftar atas dasar itikad tidak baik. Pemohon yang beritikad baik

adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada

Y Dwi Rezki Sri Astarini, Op. cit., him. 10.
2 Sudargo Gautama, Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-
Undang Merek RI, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 1994), him. 19
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niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak
lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau
menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan
konsumen.

Salah satu perbuatan yang melanggar hak atas merek yaitu pemboncengan
reputasi (passing off). Passing off berkaitan dengan merek sebagai pranata yang
dikenal dalam common law sering diartikan sebagai tindakan pemboncengan
reputasi suatu merek untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak yang melakukan
tindakan tersebut.’® Kerugian yang timbul sudah pasti secara materiil, dapat
berupa angka penjualan yang menurun atau para investor yang mulai berkurang
dan juga nama baik atau reputasi yang tercoreng, sehingga pelaku pemboncengan
diwajibkan bertanggungjawab dengan kerugian tersebut dan di hukum sesuai
peraturan yang berlaku.

Peraturan passing off muncul ketika suatu usaha yang memiliki reputasi
belum mempunyai merek dagang atau tidak dapat mendaftarkan merek dagangnya
karena mereknya terlalu deskriptif atau yang ditiru belum termasuk hal yang
dilindungi oleh hukum merek, namun memerlukan perlindungan hukum dari
upaya pihak lain yang hendak membonceng reputasi usaha tersebut dan hukum
passing off ini bertujuan melindungi baik konsumen maupun pelaku usaha dari
adanya praktek-praktek usaha yang dilakukan oleh pihak lain untuk jalan pintas

meraih keuntungan dengan menggunakan reputasi orang lain.

13 0.C. Kaligis, Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia, (Bandung: Alumni, 2008),
him. 14.

¥ Rifky Adrian Nugroho, Budi Santoso, Siti Mahmudah, Perlindungan Hukum Bagi
Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal Asing (Well Known Mark) Dari Tindakan Passing Off
(studi kasus GS Atas Nama GS Yuasa), Diponegoro Law Journal, volume 5, nomor 3 tahun 2016,
http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/
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Saya mengambil kasus sengketa merek putusan Mahkamah Agung dengan
nomor perkara yaitu merek “Sinar Laut” nomor 196/K/Pdt.Sus/2011, “BMW”
nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 dan “Karisma dan Krisma” nomor
031/K/N/HAKI/2005, yang akan kaitkan dengan perbuatan pemboncengan
reputasi. Berdasarkan kasus yang akan penulis angkat tersebut terlihat bahwa
merek itu sendiri telah dilindungi oleh hukum positif di Indonesia yaitu Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Apabila pihak lain yang melanggar hukum merek dengan tindakan seperti
pemalsuan, peniruan dan atau mencari keuntungan dengan membonceng reputasi
merek milik orang lain, apalagi tidak atas seijin atau persetujuan pemilik merek
yang asli, maka dapat dikenakan hukuman sesuai yang telah ditetapkan dalam
undang-undang. Pengaturan mengenai pelanggaran merek telah di atur di
Indonesia selanjutnya bagaimana penegakan hukum merek terhadap pelanggaran
merek yaitu tindakan pemboncengan reputasi (passing off) yang dimana hal
tersebut menjadi topik pembahasan dalam tesis ini.

Terkait dengan latar belakang masalah tersebut, Saya tertarik untuk
menulis tesis yang berjudul “Perbuatan Pemboncengan Reputasi (Passing Off)

Terhadap Merek Dagang”.
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Adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh adalah sebgai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

1.

Apakah pemboncengan reputasi (passing off) merupakan perbuatan melanggar
hukum?

Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pelaku pemboncengan reputasi
(passing off)?

Bagaimanakah pengaturan ke depan tentang perbuatan pemboncengan reputasi

(passing off) di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1.

Mengetahui, dan memahami perbuatan pemboncengan reputasi (passing off)
apakah perbuatan melanggar hukum

Mengetahui dan memahami bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban
pelaku pemboncengan reputasi (passing off)

Mengetahui dan memahami pengaturan ke depan (lus Constituendum) tentang

perbuatan pemboncengan reputasi (passing off) di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat kepada para pihak, baik

secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut adalah:

1.

Secara teoritis, penelitian ini dapat membuka paradigma berfikir dalam
memahami dan mendalami permasalahan hukum tentang pemboncengan
reputasi apakah perbuatan tersebut melanggar hukum di Indonesia, kemudian
bagaimana pertanggungjawaban pelaku pemboncengan terhadap objek yang

dirugikan, dan harapan ke depan terkait pengaturan tentang pemboncengan
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reputasi (passing off) di Indonesia. Penelitian ini dapat pula menjadi bahan
referensi bagi peneliti selanjutannya, dalam menambah ilmu pengetahuan, dan
sebagai kontribusi bagi penyempurnaan perangkat peraturan mengenai merek
di Indonesia;

2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi kalangan pelaku bisnis untuk
waspada terhadap perbuatan curang dan melanggar hukum terhadap hak-hak
eksklusif di bidang HAKI khususnya hak atas merek. Penelitian ini juga
bermanfaat bagi instansi pemerintahan khususnya yang membidangi HAKI

yaitu Dirjen HAKI atau lebih khusus Direktorat Merek.

1.5 Orisinalitas
Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara ilmiah dan moral terhadap

keaslian penelitian ini, perlu kiranya dipaparkan penelitian-penelitian terdahulu

mengenai topik penelitian yang sama dengan penelitian ini. Penelitian ilmiah

Tesis mengenai pemboncengan reputasi (passing off) telah dilakukan oleh para

peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Slamet Yuswanto, Universitas Diponegoro, 2002. Judul karya ilmiah
Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terhadap Tindakan Passing Off.
Permasalahannya tentang konsistensi sistem pemberian hak atas merek dalam
undang-undang merek Indonesia, di Indonesia melindungi hak atas merek
terhadap tindakan passing off, bagaimanakah putusan pengadilan dalam
memberikan perlindungan hukum terhadap perkara passing off. Hasilnya,
pertama sistem deklaratif undang-undang merek tahun 1961 sudah konsisten,
sedangkan konstitutif, tahun 1992, 1997, dan 2001 belum konsisten, kedua,

ketentuan pasal tentang persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan
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merek terkenal sudah dapat melindungi dari passing off. Ketiga, putusan
pengadilan cukup efektif untuk melindungi hak atas merek terhadap passing
off.

. Try Edi Sutanto, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008. Judul karya
ilmiah Passing Off (Studi Terhadap Produksi Dan Penjualan Produk-Produk
Rokok Passing Off di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Permasalahannya
passing off dalam produksi dan penjualan rokok di wilayah kecamatan Tayu,
kabupaten Pati tahun 2007-2008, dan kesadaran masyarakat tentang
keberadaan rokok hasil passing off. Hasilnya yaitu bahwa produksi rokok dan
penjualan rokok di wilayah tersebut telah terjadi, terdapat beberapa merek
rokok yang mengandung kemiripan dengan rokok terkenal guna mencari
keuntungan, dipicu faktor ekonomi. Dan masyarakat di wilayah tersebut sadar
akan merek rokok yang beredar karena untuk menopang perekonomian.

. Herti Yunita Putri, Universitas Udayana, 2016. Judul karya ilmiah Pengaturan
Passing Off Dalam Penggunaan Domain Name Terkait Dengan Merek.
Permasalahannya terkait kategori tindakan passing off terkait merek dan
domain name dan pengaturan tentang domain name dan passing off dalam
penggunaan domain name menurut undang-undang di Indonesia. Hasilnya
yaitu Ada 2 tindakan passing off terkait domain name yaitu cybersquatting, dan
typosquatting Bahwa pengaturan tentang domain name belum diatur jelas
dalam pengaturan merek, UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Tetapi diatur

di PP No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Dalam Merek

10
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Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

Nama / Judul Metode Hasil Perbedaan
Universitas /

Tahun
Slamet Perlindungan | Yuridis Pasal 4 UU Passing off di negara
Yuswanto. Hukum Hak | normatif Merek yaitu common law adalah
Universitas Atas Merek | (legal tentang iktikad termasuk tort.
Diponegoro. Terhadap research). baik, bahwa Menganalisis tentang
(2002) Tindakan Pendekatan pendaftar harus passing off di

Passing Off | perundang- jujur, tanpa niat Indonesia apakah

undangan dan
yurisprudensi

membonceng,
meniru, menjiplak
ketenaran merek
orang lain.
Ketentuan
penolakan merek
yang mengandung
persamaan pada
pokoknya atau
keseluruhannya
dapat melindungi
dari passing off.
Putusan
pengadilan cukup
efektif dalam
menangani kasus
passing off,
terbukti dalam
beberapa
penelitian, semua
merek hasil
passing off
dibatalkan oleh
Mahkamah
Agung.

melanggar hukum.
Bagaimana bentuk
pertanggungjawaban
pelaku. Kemudian
terkait dengan unsur
passing off yaitu
reputasi. Bahwa
reputasi itu perlu
perhatian dan
pengaturan khusus,
reputasi merek
maupun pelaku
bisnis/pengusaha.
Perbedaan lain yaitu
lokasi penelitian
yang digunakan dan
putusan pengadilan
yang diangkat
sebagai contoh.
Perbedaan Undang-
Undang.

11
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Tri Edy Sutanto. | Passing Off | Empiris. Rokok tiruan Tentang tindakan
Universitas (Studi Pendekatan | yang beredar di sebagian masyarakat
Muhammadiyah | Terhadap non doktrinal | Kabupaten Pati Kec. Tayu, Kab. Pati
Surakarta. Produksi Dan | yang bersifat | yaitu L1 Menthol, | yang melakukan
(2008) Penjualan kualitatif Sammoerai pelanggaran dengan
Produk- Tajam, Lestari cara
Produk Exclusive, Bima | membuat dan
Rokok Jaya dan RD mem_asarkan _rokok
Passing Off Super. Merek passing offdi
di Kecamatan rokok tersebut mla?]yarakat itu di picu
Tayu bertentangan ﬁe disi K .
Kabupaten dengan pasal 3 koln ISI perekonomian
Pati) UU Merek eluarga yang tidak
’ menentu, sehingga
karena_rokok untuk
paISL_’ _t'dak Sy memenuhinya mereka
pemilik merek. menempuh berbagai
cara untuk mencukupi
kebutuhannya.
Perbedaan lainnya
yaitu metode yang
digunakan, lokasi
penelitian dan teknik
pengumpulan
datanya.
Herti Yunita Pengaturan Yuridis Ada 2 tindakan Membahas tentang
Putri. Passing Off | Normatif. passing off terkait | passing off di dunia
Universitas Dalam Pendekatan domain name maya. Yaitu
Udayana Penggunaan | perundangan, | yaitu cybersquatting dan
(2016) Domain perbandingan | cybersquatting, typosquatting.
Name Terkait | dan konsep. | dan typosquatting | Cybersquatting
Dengan Studi Bahwa adalah tindakan
Merek kepustakaan. | pengaturan seseorang untuk
tentang domain mengambil
name belum keuntungan dengan
diatur jelas dalam | mendaftarkan
pengaturan domain name
merek, UU No. menggunakan nama
15 tahun 2001 yang sudah terkenal.

tentang Merek.
Tetapi diatur di
PP No. 24 Tahun
1993 tentang
Kelas Barang atau
Jasa Dalam
Merek,

Typosquatting
adalah tindakan
seseorang yang
menciptakan domain
name menyerupai
nama produk dagang
yang terkenal.

12
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1.6 Metode Penelitian
Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut legal research atau dalam
Bahasa Belanda rechtsonderzoek. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari
pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai
apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.®
Menurut Black Law Dictionary, penelitian hukum (legal research)
adalah:
1. The finding and assembling of authorities that bear on a
question of law
2. The field of study concerned with the effective marshaling of
authorities that bear on a question of law.
Penelitian hukum dilakukan untuk:
1. Menemukan dan mengumpulkan bahan hukum autoritatif
(mempunyai otoritas) mengenai isu hukum tertentu.
2. Bidang studi yang berkaitan dengan menyusun berlakunya
bahan hukum autoritatif (mempunyai otoritas) mengenai suatu
isu hukum tertentu.®
Peter Mahmud Marzuki, mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu
proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-
doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.'” Penelitian hukum
menurut FC Hicks adalah “the inguiry and investigation necessary to be made by
legislators, judges, lawyers and legal writters in the performance of their
function, yang artinya penelitian hukum adalah penyelidikan dan investigasi atau

pemeriksaan yang penting untuk dilakukan oleh legislator, hakim, para advokat

dan penulis hukum dalam pelaksanaan fungsinya.’®> Menurut Morris L. Cohen

'> Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,
2013), him. 1

" Ibid, him. 2

7 Ibid, him. 3

¥ L oc. cit

13
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dan Kent C. Olson, penelitian hukum adalah “the process of finding the law that
govern activities in human society”, penelitian hukum adalah suatu proses yang
bertujuan untuk menemukan hukum yang mengatur aktivitas dalam kehidupan

bermasyarakat.'®

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum
yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah
Yuridis Normatif (doctrinal research). Pengertian penelitian tipe Yuridis
Normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang
bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu,
menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain,
menjelaskan bagian-bagian yang sulit dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan
mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu
pada masa mendatang. Tipe penelitian ini berbasis kepustakaan yang fokusnya

adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.®

1.6.2 Pendekatan Penelitian
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini terbagi

menjadi tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute
Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus

(Case Approach), yaitu sebagai berikut.

19 H
Loc. cit
% Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,
2013), him. 11
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a.

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) yaitu suatu pendekatan
yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang
bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan
perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk
kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.
Penelitian hukum untuk kepentingan praktis yang dilakukan oleh para praktisi
hukum mutlak menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bagi
penelitian hukum untuk kepentingan praktis, pendekatan perundang-
undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah
konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang
dasar atau antara regulasi dengang undang-undang. Hasil telaah yang
dilakukan merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang
dihadapi.®* Pendekatan ini akan dipakai oleh untuk menjawab permasalahan
nomor satu yaitu tentang pemboncengan reputasi (passing off) apakah
termasuk perbuatan melanggar hukum.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) adalah suatu pendekatan
yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.
Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum
untuk masalah yang dihadapi. Terkait dalam menggunakan pendekatan
konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat
ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-
doktrin hukum.?® Pendekatan ini akan digunakan penulis untuk menjawab

permasalahan nomor dua yaitu bentuk pertanggungjawaban pelaku

2bid, him. 110.
2Ibid, him. 115.
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pemboncengan reputasi terhadap objek dan apa akibat hukumnya.
Menggunakan teori perlindungan hukum, prinsip atau asas itikad baik, prinsip
dasar perlindungan kekayaan intelektual (keadilan, kebudayaan, ekonomi,
sosial).

Pendekatan Kasus (case approach) menggunakan putusan hakim sebagai
sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada saat membahas putusan
pengadilan sebagai bahan hukum primer telah dikatakan bahwa yang
memiliki kekuatan hukum adalah pada bagian ratio decidendi-nya, sehingga
dalam pendekatan kasus perlu pemahaman peneliti tentang ratio decidendi-
nya.”® Pendekatan kasus ini akan dipakai oleh penulis untuk menjawab
permasalahan nomor tiga yaitu bagaimanakah peraturan ke depan terkait
tentang perbuatan pemboncengan reputasi (passing off) di Indonesia, dengan
menelaah kasus yang terjadi di Indonesia yaitu seperti yang penulis
contohkan yakni kasus merek “Sinar Laut” putusan Mahkamah Agung nomor
196/K/Pdt.Sus/2011, “BMW” nomor 29 PK/Pdt.Sus-HK1/2016 dan “Karisma

dan Krisma” nomor 031/K/N/HAKI/2005.

1.6.3 Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa

bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang

diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan

hukum sebagai sumber penelitian hukum.?* Sumber penelitian hukum yang

2 1bid, him 119
2 1bid, him. 48
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digunakan dalam tesis ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas
(authority), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan
menjadi bahan hukum primer yang berifat mandatory authority (meliputi
peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan
putusan hakim) dan persuasive authority (meliputi peraturan perundang-undangan
di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan
hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).”® Bahan hukum primer yang digunakan
penulis dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi
Geografis;

c. Lanham Act;

d. Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang peraturan pelaksana Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok
persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (statues), regulasi
(regulations), ketentuan-ketentuan pokok (constitutional provision) dan kasus-

kasus penting yang berkaitan dengan topik penelitian.?®

Z|bid, him. 52
%Ibid, him. 90
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Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder penelitian ini
adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat
tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk
hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar
hukum, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil

diparlemen, deklarasi-deklarasi dan situs-situs internet.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
Bahan hukum dapat dibedakan menjadi hukum primer (primary source)

dan bahan hukum sekunder (secondary source). Bahan hukum primer adalah
bahan hukum yang memiliki otoritas (authority), artinya bersifat mengikat. Bahan
hukum primer dibedakan lagi menjadi bahan hukum yang bersifat mandatory
authority (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah
hukum sendiri dan putusan hakim) dan persuasive authority (meliputi peraturan
perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang
sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).*’

Terkait penelitian ini penulis sudah menyebutkan pendekatan perundang-
undangan (statute approach), maka yang harus dilakukan penulis adalah mencari
peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan isu hukum
tersebut. Peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis yaitu
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
dimana telah tercantum dalam bahan hukum primer. Penulis juga menggunakan
pendekatan konseptual (conceptual approach), maka yang harus dilakukan

peneliti adalah penelusuran buku-buku hukum (treatises). Pada buku-buku hukum

" 1bid, him. 52
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BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB 4, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan pemboncengan reputasi (passing off) adalah perbuatan
melanggar hukum, yakni unsur perbuatan melawan hukum karena melanggar
ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis (Pasal 21); unsur kesalahan yakni sengaja meniru karya orang lain
dan membonceng ketenaran orang lain untuk menguntungkan diri sendiri;
unsur kausalitas antara kerugian dan perbuatan yakni perbuatan pemboncengan
reputasi merugikan pemilik asli, sehingga omset menurun dan reputasi
tercemar dan juga merugikan konsumen terkait kualitas dan asal usul
barang/jasa; unsur kerugian yakni pemilik merek asli dapat mengalami
kerugian materiil maupun immateriil.

2. Pertanggungjawaban pelaku perbuatan pemboncengan reputasi (passing off)
adalah liability based on fault (prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur
kesalahan). Hal ini terkait dengan onrechmatigdaad (perbuatan melawan
hukum). Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum
jika terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Hal ini harus dipenuhinya
unsur dalam Pasal 1365 KUHperdata yakni adanya perbuatan, adanya
kesalahan, adanya kerugian yang diderita dan adanya hubungan kausalitas

antara kesalahan dan kerugian. Penggugat harus membuktikan bahwa tergugat
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melakukan  kesalahan dan  melanggar hukum  yang  berlaku.
Pertanggungjawaban dapat dilakukan penghapusan dan pembatalan merek
(Pasal 72 s.d Pasal 79 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis), gugatan merek (Pasal 83 dan 84) lalu juga denda dan penjara (Pasal
100 s.d 102).

3. Pengaturan ke depan (ius constituendum) tentang passing off di Indonesia harus
diatur di UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara
lebih jelas lagi terkait pengaturan definisi merek terkenal, pengaturan kriteria
merek terkenal yang masih multiinterpretatif, diperjelas pedoman bukti-bukti
untuk menunjukkan keterkenalan suatu merek. Harus dilengkapinya elemen-
elemen passing off, hal ini masih kurang dibandingkan pengaturan
perlindungan merek terkenal dalam sistem hukum merek Amerika. Pada
ketentuan umum dijelaskan apa itu merek terkenal, diperjelas dan dilengkapi
elemen-elemen passing off dan juga elemen-elemen yang harus dibuktikan
dalam gugatan passing off , dan penjelasan khusus apa itu tentang reputasi
meliputi reputasi produsen dan/atau pemilik merek, hal ini harus dituangkan

dalam Pasal.

5.2 Saran

1. Untuk pemerintah Indonesia selaku pembentuk peraturan perundangan-
undangan, harus melakukan pembaharuan hukum merek adalah tambahan
pengaturan mengenai definisi merek terkenal pada bagian Ketentuan Umum
UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal tersebut

diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik
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merek terkenal, terutama yang belum terdaftar, tetapi memiliki jasa baik atau
reputasi, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kemudian pengaturan
mengenai elemen-elemen passing off juga perlu dilengkapi pada Pasal 21 ayat
(3) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya,
juga perlu ditambah penjelasan lebih lanjut mengenai pedoman yang harus
dibuktikan pemilik merek terkenal dalam mengajukan gugatan passing off.
Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan asalkan pemilik merek terkenal
dapat membuktikan elemen-elemen passing off.

. Untuk Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, perlu lebih cermat dalam
mengabulkan pendaftaran permohonan merek di Indonesia terutama
pemeriksaan substantif merek agar Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual tidak kecolongan dan meminimalisir terjadinya passing off merek
yang dimohonkan pendaftarannya tersebut memiliki persamaan dengan merek
terkenal orang lain, dan juga melakukan sosialisasi mengena larangan tindakan
passing off.

. Untuk Hakim, selama pengaturan lengkap mengenai perlindungan merek
terkenal belum ada di Indonesia, hakim dapat mengadili kasus passing off yang
terjadi di Indonesia dengan berpedoman pada aliran rechtsvinding, yaitu
dengan menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang memiliki arti luas.
Hakim juga dapat merujuk konvensi internasional atau hukum merek yang ada
di negara common law, seperti Amerika Serikat. Hal tersebut diperlukan
supaya sistem hukum Indonesia dapat memberikan jaminan kepastian hukum

bagi pemilik merek terkenal yang memiliki reputasi atau jasa baik.
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